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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah

putusan bersama Manteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan

Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987.

Trensliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang sudah diserap

kedalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistic atau

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi

itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab

dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan

dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi

dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf arab dan transliterasi dengan huruf latin.

huruf arab nama huruf latin Keterangan
\ Alif tidak di lambangkan tidak di lambangkan
< Ba B Be
< Ta T Te
& Sa S es (dengan titik diatas )
a Jim J Je
z Ha H ha (dengan titik di bawah)
¢ Kha Kh ka dan ha
2 Dal D de




3 Zal Z zet (dengan titik atas)
D) Ra R er

J Zai Z zet

o Syin S es

o Syin Sy es dan ye
o Sad S es (dengan titik di dibawah)
o= Dad D de (dengan titik di bawah)
L Ta T te (dengan titik bawah)
L Za Z zet (dengan titik bawah)
& ‘ain ‘ koma terbalik (di atas)
a Gain G Ge

- Fa F Ef

S Qaf Q Qi

< Kaf K Ka

J Lam L El

N Mim M Em

J Nun N En

3 Wawu w We

° Ha H Ha

. Hamzah ‘ Apostrof

$ Ya Y Ye

2. Vokal

Vokal Tunggal

Vokal Rangkap

Vokal Panjang

Vi




=i Léi:ai gl=1>

i=u J:au J=u>

3. Ta’ Marbutah

Ta’ Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/
Contoh:

Wessl e ditulis  mar’atun jamilah
Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/
Contoh:
dakld ditulis  fatimah
4. Syaddad (tasdid, geminasi)
Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf

yang diberi Syaddad tersebut.

Contoh:
ST ditulis rabbana
oAl ditulis al-birr

5. Kata Sandang (Artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan
sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

ol ditulis asy-syamsu
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Bl ditulis as-sayyidahl
Kata sandang yang diikuti oleh “huruf al-qamariyah” ditransliterasikan
sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang diikuti

dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:
il ditulis al-gamaru
&l ditulis al-badi’

. Huruf Hamzah
Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi,
jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu

ditransliterasikan dengan apostrof /’/.

Contoh:
<l ditulis umirtu
& ditulis syai’'un
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ABSTRAK

Melisa Erlin Novita Sari, Argumentasi Hukum Hakim Pengadilan Agama Tegal
dalam Mengabulkan Isbat Nikah di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor
63/Pdt.P/2022/Pa.Tg). Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga
Islam Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dosen
Pembimbing: Agung Barok Pratama, M.H

Dalam Undang-Undang mengenai batas usia menikah, menikah dianjurkan
bagi mereka yang sudah berumur 19 tahun baik perempuan ataupun laki-laki. Dan
bagi mereka yang masih dibawah 19 tahun dapat mengajukan dispensasi nikah.
Namun dalam faktanya pernikahan yang terjadi di Tegal bukan malah
mengajukan dispensasi nikah, melainkan mengajukan isbat nikah yang kemudian
permohonanannya dikabulkan oleh hakim. Hal ini jelas tidak sesuai dengan
peraturan undang-undang perkawinan mengenai batas usia menikah. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui arguumentasi hakim dalam mengabulkan
permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Tegal, juga untuk mengetahui
implikasi hukum dari dikabulkannya permohonan isbat nikah dibawah umur pada
perkara No. 63/Pdt.P/2022/PA.Tg.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan
pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data yang digunakan yaitu data
sekunder dengan bahan hukum primer dan sekunder. Adapun metode yang
digunakan dalam pengumpulan data yaitu studi literatur. Analis data dengan
menyajikan data dan memaparkan data yang kemudian dianalisa dengan
menggunakan beberapa teori.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mengabulkan isbat nikah
dibawah umur karena mempertimbangkan maslahah mursalah (kemaslahatan
umum) dimana pengabulan ini mempertimbangkan beberapa aspek, diantaranya
agar pernikahan pemohon diakui dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
Kenudian agar anak pemohon bisa mendapatkan akta lahir serta untuk
kepentingan yang lain. Hakim juga mengabulkan permohonan ini karena selama
menjalani kehidupan berumah tangga tidak ada halangan dari pihak luar, sehingga
pernikahannya tetap terjalin harmonis sampai sekarang sehingga isbat nikah
sangat penting untuk menghindari kumudharatan yang nantinya akan terjadi di
masa yang akan datang apabila perkawinannya tidak diisbatkan. Adapun
implikasi dari pengabulan ini adalah terwujudnya keadilan, kepastian dan
kemanfaatan, serta adanya perlindungan hukum untuk para pemohon dan
anaknya.

Kata kunci: permohonan, isbat nikah, di bawah umur
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ABSTRACT

Melisa Erlin Novita Sari, Legal Argumentation of Judges of Religious Courts in
Compliance of Matrimony of Minors (Study Judgment No. 63/Pdt.P/2022/Pa.Tg).
Islamic State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Supervisor: Agung Barok Pratama, M.H

In the law on the age limit for marriage, marriage is recommended for those
who are 19 years of age, both men and women, and for those under the age of 19
years can apply for a marriage dispensation. But in fact, the marriage in Tegal
does not even apply for a dispensation of marriage, but rather the application of a
marriage certificate, which is then accepted by the judge. This is clearly
inconsistent with the marriage law regulations regarding the age limit for
marriage. The purpose of this study is to find out the argumentation of the judge
in accepting the application for marriage in the Court of Regular Religious
Affairs, also to know the legal implications of the acceptance of the application of
marriage of minors in case No. 63/Pdt.P/2022/PA.Tg.

This research is a type of normative jurisprudence with a legislative and
conceptual approach. The data used is secondary data with primary and secondary
legal materials. Primary legal material is a copy of the judgment of the Religious
Court, and the secondary law material is books and legal journals. As for the
method used in the collection of data is the study of literature. Analyze data by
presenting data and displaying data that is then analyzed using some theory.

The results of the investigation indicate that the judge approved the
marriage of minors because of the consideration of the mursalah (general
property) where this adultery takes into consideration several aspects, among them
to ensure that the applicant's marriage is recognised and has permanent legal
force. Then the applicant's son can get a birth certificate and for the benefit of
others. The judge also accepted this request because during the lifetime of living
in a staircase there were no obstacles from outside, so that her marriage remained
harmonious until now so that the wedding ceremony was very important to avoid
the harm that would occur in the future when her marriages were not broken. As
for the implications of this adultery, justice, certainty and utility will be achieved,
as well as legal protection for the applicants and their children.

Keywords: petition, wedding invitation, minors
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia selalu hidup beriringan dan saling membutuhkan antar satu
dengan lainnya. Kehidupan berbarengan antara laki-laki dan wanita dalam
kondisi tertentu disebut pernikahan. Dimana perkawinan yakni antara
pihak pria dan pihak wanita sebagai pasutri dan telah terikat dalam ikatan
yang sah. lkatan lahir dan batin dengan tujuan untuk menumbuhkan
keluarga yang harmonis, abadi serta sejahtera dengan berdasarkan
ketuhanan YME.*

Secara umum, perkawinan dalam agama Islam merupakan tindakan
suci, yakni ikatan antara laki-laki dan wanita untuk menjalankan sunnah
rosul dan anjuran Tuhan YME, supaya dapat menjalani kehidupan yang
lengkap sesuai dengan perintah agamanya. Oleh karena itu, dari segi
agama, perkawinan ialah ikatan jasmani dan rohani antara kedua pasangan,
keluarga keduanya, maupun antar kerabat yang memiliki pengaruh hukum
terhadap agama.

Berdasarkan ketetapan pada pasal 1 Undang — Undang Nomor 1
Tahun 1974 mengenai Perkawinan, pengertian perkawinan adalah: “ikatan
lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

M. Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional, (Medan: CV. Zahir Trading Co, 1975),
him. 11



berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Berikutnya berdasarkan Pasal 2
Kompilasi Hukum Islam (KHI) merumuskan definisi pernikahan dalam
hukum Islam ialah perjanjian yang kuat atau mitsagaan ghalidzaan untuk
memenuhi perintah Allah SWT serta melaksanakannya adalah ibadah.
selain itu Pasal 3 mengatur mengenai tujuan pernikahan, yakni menjadikan
keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah. Oleh karena itu dalam hukum
Islam prinsip pernikahan adalah ibadah dengan tujuan mematuhi perintah
Allah SWT.

Tujuan yang terdapat dalam perkawinan sebagaimana yang telah
digambarkan dalam al-qur’an menunjukkan bahwa perlunya kematangan
dan kesiapan mental bagi yang ingin melaksanakan perkawinan.
Kematangan dan kesiapan menunjukkan bahwa pernikahan yang
dilakukan berada pada tataran yang sangat serius yang tidak hanya
memperlihatkan aspek psikologi dan dengan berdasarkan inilah diduga
kuat bahwa pernikahan dimasukkan kedalam kategori ibadah.?

Berdasarkan undang-undang mengenai batas usia menikah,
sekurang-kurangnya berusia 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan,
namun umur 19 tahun bukan menjadi patokan bahwa seorang dikatakan
sudah dewasa. Karna dalam pasal 6 undang- undang perkawinan
disebutkan bahwa bagi mereka yang belum sampai 20 tahun harus
mendapat restu orangtua.

Seperti yang sudah tertera dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974, pasal 2 ayat (1) berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan

2Sri Ahyani, Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini
Akibat Kehamilan di Luar Nikah, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Jurnal Wawasan Hukum, Vol.
34, No.1, Februari 2016.



menurut masing masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Sedangkan
dalam pasal 2 ayat (2) berbunyi “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku”.Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 dan 2 tersebut mempunyai arti bahwa sesudah
Undang-Undang Perkawinan diterbitkan, semua pernikahan harus di
catatkan di KUA karena untuk tujuan penertiban, serta agar tidak
menimbulkan dampak dalam masyarakat.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1) menjelaskan “Agar
terjamin ketertiban Perkawinan bagi masyarakat Islam perkawinan harus
dicatat”. Hal ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-
undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (misaq al-galizd)
perkawinan, dan lebih khusus bagi perempuan dalam kehidupan rumah
tangga.3 Pada Pasal 5 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam “Pencatatan
perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah
sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo.
Undang-Undang No. 32 Tahun 1954”. Jadi yang berwenang melakukan
pencatatan nikah adalah Pegawai Pencatat Nikah.

Melalui sistem peradilan, pemerintah memberikan kewenangan
kepada Pengadilan Agama untuk mengatasi permasalahan pernikahan
yang tidak tercatat. Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan
Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang

beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang

% Andi Nadir Mudar, “Fenomena Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan yang Dilakukan
Setelah Terbithya UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi di Pengadilan Agama
Andolo),” Zawiyah Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 4, No. 2 (2018): 112.



dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadagah,
sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009 tentang Peradilan Agama.*

Solusi supaya perkawinannya tercatat adalah dengan mengajukan
isbat nikah. Isbat nikah ialah penetapan atas perkawinan seorang pria dan
wanita sebagai suami istri yang dilaksanakan berdasarkan syari’at Islam
yaitu telah terpenuhinya rukun serta syarat nikah. isbat nikah menurut
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor KMA/032/SK/2006
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan adalah
pengakuan hukum atas pernikahan yang sudah dilangsungkan menurut
syari’at Islam, namun pernikahnnya tidak di catat oleh KUA maupun PPN
yang berwenang. Selain itu, isbat nikah memiliki makna yaitu sebuah cara
agar pernikahannya menjadi sah serta KUA setempat bisa mencatatkan
pernikahnnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku terkait
perkawinan. Buku Pedoman Teknis Administrasi Peradilan Agama Tahun
2010 merupakan buku yang menerangkan bahwa isbat nikah ialah
kesaksian bahwa perkawinan itu sah dan berlangsung berdasarkan agama
dan tidak di catat olen PPN berwenang.

Penetapan ialah keputusan atas perkara permohonan. Penetapan
dimaksudkan untuk mendapatkan status kedudukan bagi mereka yang
beperkara.” Sedangkan pertimbangan hakim merupakan hal yang sangat
penting untuk memastikan suatu putusan hakim dimana didalamnya

memuat keadilan (ex aequo et bono) dan memiliki kepastian hukum itu

* Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
*Abdullah Tri Wahyudi, Peradilan Agama di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2004), him.172



nilainya terwujud. Di samping itu juga memiliki manfaat untuk para pihak
yang berkepentingan, oleh karena itu pertimbangan hakim harus dilakukan
dengan baik, teliti, juga cermat®.

Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi
Hukum Islam, pernikahan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah
maka dapat mengajukan permohonan itsbat nikah (pengesahan nikah)
ke Pengadilan Agama yang berada di wilayah tempat tinggalnya. Namun
dalam pasal 7 ayat 3 dijelaskan bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke
Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: ”a.
adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya
akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat
perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya
Undang-Undang No 1 Tahun 1974; e. perkawinan yang dilakukan oleh
mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-
Undang No 1 Tahun 1974

Secara yuridis, permohonan ishat nikah semestinya diajukan oleh
pasangan yang perkawinannya sudah mencukupi umur sewaktu
pernikahan sirri nya dilaksanakan, yakni sesuai dengan Undang-Undang
perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah ke Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2019 tentang perkawinan bahwa batas usia perkawinan itu

adalah baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Akan tetapi

®Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V (Yogyakarta,
Pustaka Pelajar, 2004), h.140

" Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,
(Departemen Agama RI: 2000), him. 16



realitanya, ada kasus permohonan isbat nikah yang diterima dan
dikabulkan oleh Pengadilan Agama Tegal.

Perkara permohonan yang dikabulkan oleh hakim yakni dengan
nomor perkara 63/Pdt.P/2022/PA.Tg yang merupakan perkara
permohonan yang terjadi di Pengadilan Agama Tegal. Dalam hal ini
perkara tersebut merupakan perkara Permohonan Isbat Nikah yang
dilakukan oleh pasangan di bawah umur, adapun pelaksanaan pernikahan
yaitu pada 08 November 2018, yang mana usia Saat melangsungkan
pernikahan yakni pemohon | berumur 15 tahun 1 bulan, sedangkan usia
pemohon |1 14 tahun 9 bulan. Sedangkan pada saat pengajuan isbat nikah
di Pengadilan Agama umur pemohon | yaitu berusia 18 tahun 9 bulan,
sedangkan pemohon Il berusia 18 tahun 4 bulan, adapun alasan pemohon
mengajukan isbat nikah karena pemohon sudah berusaha meminta kutipan
akta nikah di Kantor Urusan Agama namun ditolak karena perkawinannya
tidak tercatat di KUA setempat. Selain itu juga para pemohon
membutuhkan penetapan isbat nikah sebagai alasan hukum untuk
keperluan  memperoleh buku nikah. Oleh hakim permohonan yang
diajukan para pemohon ini dikabulkan. Sedangkan dalam Peraturan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah
ke Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) mengenai
batas usia perkawinan, bahwa batas usia menikah yaitu Perkawinan hanya
diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan

belas) tahun.® Hal ini dipertegas juga telah melanggar ketentuan yang

8Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan
AtasUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan



terdapat dalam buku Kompilasi Hukum Islam khususnya yang terdapat
dalam pasal 7 ayat 3 (¢) yang menyebutkan bahwa “perkawinan yang
dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan
menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974”. Oleh karena itu dalam hal
ini penetapan hakim yang terjadi di Pengadilan Agama Tegal tidak sesuai
dengan Undang-Undang Perkawinan. oleh karena itu penulis tertarik
untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan ini yang kemudian di
tuangkan dalam penelitian yang berjudul “ARGUMENTASI HUKUM
HAKIM PENGADILAN AGAMA TEGAL DALAM MENGABULKAN
ISBAT NIKAH Dl BAWAH UMUR (Studi Putusan

No.63/Pdt.P/2022/PA.Tg) "

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dirumuskan rumusan masalah

diantaranya yaitu:

1. Bagaimana Argumentasi Hukum Hakim Pengadilan Agama Tegal
dalam mengabulkan permohonan isbat nikah di bawah umur?

2. Apa implikasi hukum dikabulkannya permohonan isbat nikah di

bawah umur di Pengadilan Agama Tegal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari adanya rumusan
masalah ialah:
1. Untuk menganalisis argumentasi hukum hakim Pengadilan Agama

Tegal dalam mengabulkan permohonan isbat nikah di bawah umur.



2. Untuk mengetahui implikasi hukum di kabulkannya permohonan isbat

nikah di bawah umur pada perkara No. 63/Pdt.P/2022/PA.Tg

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua aspek yakni diantaranya sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
Untuk menambah wawasan dan lebih memahami mengenai isbat
nikah Kkhususnya bagi pasangan yang umurnya belum memenuhi
kriteria dalam undang- undang yang berlaku.

2. Kegunaan Praktis
Penulis berharap nantinya penelitian ini mampu memeberikan
pandangan serta pengetahuan tentang pentingnya kematangan usia
dalam perkawinan, serta memberi kejelasan te ntang cara hakim
memberikan putusan pada perkara isbat nikah khususnya isbat nikah

yang dilakukan oleh pernikahan di bawah umur.

E. Kerangka Teoretik

1. Teori Tujuan Hukum
Gustav Radbruch, menuturkan bahwa ada tiga tujuan hukum,
Sehingga didalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu
harus diperhatikan, yaitu: keadilan (Gerechtigkeit), kepastian hukum
(Rechtssicherheit), dan kemanfaatan (Zweckmassigkeit). Hukum harus
di kerjakan dan di dirikan. Setiap seseorang yakin bahwa mereka
dapat memperoleh pengakuan hukum jika terjadi suatu peristiwa yang

nyata. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku. Pada dasarnya



tidak dibolehkan menyimpang, fiat justitia et pereat mundus
(meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang
diinginkan oleh kepastian hukum. Masyarakat mengharapkan adanya
kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat
akan lebih tertib.

Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam
pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia,
maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi
manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena
hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan didalam
masyarakat. Jadi, mengedepankan nilai keadilan saja, belum tentu
akan secara otomatis memberikan kepastian (hukum).Oleh sebab itu,
hukum yang pasti, seharusnya juga adil, dan hukum yang adil, juga
seharusnya memberikan kepastian.®

2. Teori Maslahah Mursalah
Teori Maslahah Mursalah merupkan teori penerapan hukum
yang dimplementasikan dan diterapkan dalam hukum Islam.
Maslahah Mursalah adalah temuan hukum suatu hal ataupun
peristiwa konkrit tertentu yang tidak terdapat dalam al-Quran dan
sunah serta berlandaskan pada pertimbangan kemaslahatan umum®™.
Maslahah mursalah menurut Abdul Wahab Khallaf artinya

muthlak, dalam istilah ushul artinya kemaslahatan yang tidak

M. Khusnul Yakin, “Ratio Decidendi Penetapan Pengesahan (ltsbat) Nikah di Pengadilan
Agama,” Universitas Airlangga: Yuridika 30, no. 2 (2015), 264-265

1\, Natsir Asnaw i, Hermeutika Putusan Hakim: Pendekatan Multidisipliner dalam
Memahami Putusan Peradilan Perdata. (Yogyakarta: Ull Press, 2020), him. 37
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disyari’atkan oleh syar’i hukum untuk ditetapkan. Dan tidak
ditunjukkan oleh dalil syar’i untuk mengi’tibarkanya atau
membatalkannya. Dinamakan mutlak karena tidak dikaitkan dengan
dalil yang menerangkan atau dalil yang membatalkannya.**

Menurut Wahab Khallaf tasyri hukum itu tidak bermaksud
selain dari untuk menetapkan kemaslahatan masyarakat. Artinya
mendatangkan kemanfaatan dan menghilangkan kemudharatan dalam
masyarakat.

Menurut Zaky Ad-Din Sya’ban masalahat yang dimaksudkan
adalah kemaslahatan yang menjadi tujuan syara’, bukan kemaslahatan
yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia
semata. Sebab disadari sepenuhnya bahwa tujuan pensyari’atan
hukum, tidak lain adalah untuk merealisir kemaslahatan bagi manusia,
dalam segala segi dan aspek kehidupan didunia, agar terhindar dari
berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan.
Dengankatalain,setiapketentuanhukumyangdiaturdalamhukumsyariah
dimaksudkanuntukmenciptakankemaslahatanbagiumatmanusia.  Dan
yang pasti kemaslahatan tidak bisa dipertimbangkan secara matang
dan tidak dijawab dengan keptusan yang tepat melainkan hanya
terpaku pada dalil dlail yang mengaturnya. Kemaslahatan ini tentu

akan lenyap dari kehidupan manusia.*?

1syekh Abdul Wahab Khallaf, 1lmu Ushul Fikih, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), him. 98
2Muksana Pasaribu, Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum
Islam. Jurnal Justitia Vol. 1, No. 04, 2014, him 352
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F. Kerangka Pemikiran

Isbat Nikah di Bawah

Umur 19 Tahun
Argumentasi 1. Teori Tujuan Hukum Implikasi hukum
Hakim 2. MetodeMaslahah
Mursalah

A4

1. Argumentasi hakim(kesimpulan)
2. Implikasi hukum

Bagan 1.1 Kerangka Pemikiran

G. Penelitian yang Relevan

Penelitian mengenai isbat nikah sudah dibahas oleh beberapa
peneliti terdahulu, diantaranya yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Aji Mufid Ar-Rasyid (2020) dengan
judul“Analisis Terhadap Faktor-Faktor Terjadinya Permohonan Isbat
Nikah di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru”. Jenis penelitianya
adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis normatif.
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor
yang melatarbelakangi perkara permohonan isbat nikah di Pengadilan
Agama Kota Pekanbaru. Sedangkan hasil penelitian menjelaskan
bahwa faktor terjadinya isbat nikah karena pernikahan dilaksanakan
sebelum Undang-Undang No 1 Tahun 1974, pernikahan bukan
dilakukan di depan pegawai yang berwenang, dan karena ingin

mendapat kekuatan hukum. persamaan dari penelitian ini yakni subjek
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yang sama Yyakni pembahasan isbat nikah serta metode yang
digunakan juga sama, sedangkan perbedaaannya ialah hanya
membahas faktor saja tidak dengan putusannya.

. Skripsi yang ditulis oleh Urip Priyatiningsih dengan judul “Dasar
Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Permohonan Isbat
Nikah di Pengadilan Agama Brebes Pada Penetapan Nomor:
0067/Pdt.P/2019/PA.BBS ” penelitian ini memakai metode penelitian
normatif dan pendekatan perpustakaan. Adapun tujuan dari
penelitiannya ialah alasan pemohon dalam mengajukan
permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Brebes serta dasar
pertimbangan hakimnya. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa
hakim mengabulkan permohonan yang diajukan karena telah
memenuhi syarat daan rukun serta agar anak pemohon memiliki akta
lahir. Persamaan penelitian ini ialah membahas mengenai isbat nikah.
Sedangkan perbedaannya permohonan ishat nikah dengan nomor
perkara ini dilakukan oleh mereka yang umurnya sesuai dengan
undang-undang perkawinan.

. Skripsi yang tulis oleh Ana Harpiah (2019) dengan judul
“Pertimbangan Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara losbat Nikah
di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta” penelitian ini menggunakan
metode penelitian lapangan dengan melakukan pengamatan, dan
observasi secara langsung. Adapun tujuan dari penelitiannya ialah
untuk memahami dalam menyikapi pertimbangan hakim dalam

mengabulkan atau menolak perkara. Hasil penelitian menunjukkan



13

bahwa secara keseluruhan perkara isbat nikah yang dikabulkan oleh
hakim adalah perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat
perkawinan serta perkawinan yang dilaksanakan sebelum berlakunya
UUP. Sedangkan untuk perkara isbat nikah yang dilakukan setelah
berlakunya UUP dapat dikabulkan oleh sebab alasan perceraian dan
memenuhi pasal 7 KHI huruf (e) adapun persamaannya Vyaitu
membahas mengenai isbat nikah sedangkan perbedaannya yaitu
metodenya berbeda, yakni penelitian ana menggunakan observasi
langsung (penelitian lapangan) sedangkan penulis menggunakan
penelitian pustaka.

. Skripsi yang ditulis oleh Nurul Huda Agung Setiawan dengan
judul"Pandangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Pelaksanaan
Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirri Yang dilakukan Pasca
Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 (studi kasus di Pengadilan Agama
Malang)" penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan
dengan pendekatan penelitian deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pandangan hakim dalam memutus perkara isbat nikah
serta dampak yang terjadi dan solusi yang ditawarkan oleh hakim
Pengadilan Agama Kota Malang. Hasil penelitiannya menjelaskan
bahwa Isbat Nikah yang terjadi setelah UU No. 1 Tahun 1974 berlaku,
bertujuan untuk kemanfaatan. Selain itu hakim juga memiliki
pendapat hukum vyang kuat dalam mengabulkan permohonnnya.
Adapun persamaanya yaitu membahas isbat nikah, dan perbedaannya

yaitu menggunakan penelitian lapangan sedangkan penulis
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menggunakan penelitian pustaka, serta lebih fokus ke isbat nikah yang

dilkukan setelah berlakunya UUP, sedangkan penulis lebih
memfokuskan ke isbat nikah yang dilakukan oleh pasangan dibawah
umur.

Skripsi yang ditulis olen Evy Istiqgomah dengan judul “Tinjauan
Yuridis Tentang Isbat Nikah (studi kasus di Pengadilan Agama
Surakarta)” penelitian ini menggunakan metode deskriptif, adapun
tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui problematik hakim
dalam menetapkan perkara isbhat nikah. Hasil penelitian ini yaitu agar
mempunyai alat bukti berupa akta nikah agar mempunyai kekuatan
hukum dan demi melindungi kepentingan hukum anak yaitu untuk
membuat akta kelahiran anak. Persamaan penelitian yaitu sama-sama
membahas isbat nikah. Sedangkan perbedaannya yakni penelitian Evy
menggunakan studi wawancara sedangkan penulis menggunakan studi

analisis putusan.

Tabel 1.2 Penelitian yang Relevan

Nama
No . Judul Persamaan Perbedaan
Peneliti
1 Aji  Mufid | Analisis Terhadap | ¢ Membahas ¢ Lebih membahas
Ar-Rasyid Faktor-Faktor mengenai isbat mengenai faktor-
Terjadinya nikah faktornya saja
Permohonan Ishat | ¢ Sama- sama tidak disertai
Nikah di menggunakan putusan,
Pengadilan Agama |  penelitian sedangkan
Kota Pekanbaru normatif penelitian yang

diteliti penulis

ada putusannya.
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Urip
Priyatiningsi
h

Dasar Hukum
Pertimbangan
Hakim Dalam
Penetapan
Permohonan Isbat
Nikah di
Pengadilan Agama
Brebes Pada
Penetapan Nomor:
0067/Pdt.P/2019/P
A.BBS

e Penetapan
permohonan
isbat nikah

e Urip
Priyatiningsih
menggunakan
penelitian
normatif dengan
pendekatan
perpustakaan
sedangkan
penelitian yang di
teliti penulis
menggunkana
penelitian yuridis
normatif dengan
pendekatan
perundang-
undangan.

e Urip objeknya
putusan hakim
dalam
mengabulkan
ishat nikah

e Penelitian yang di
teliti penulis
mengenai perkara
ishat nikah yang
dikabulkan hakim
meskipun
pemohon belum

cukup umur.

Ana Harpiah

Pertimbangan
Hakim Dalam

Menyelesaikan

¢ Penetapan isbat
nikah

¢ Penelitian Ana
menggunakan

penelitian
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Perkara losbat lapangan
Nikah di sedangkan
Pengadilan Agama penulis
Kota Yogyakarta menggunakan
penelitian pustaka
Nurul Huda | Pandangan Hakim | e Sama- sama Nurul Huda
A.S Pengadilan Agama | membahas menggunakan
Dalam mengenai isbat penelitian
Pelaksanaan Ishat nikah. Lapangan,
Nikah Terhadap sedangkan
Pernikahan Sirri penelitian diteliti
Yang dilakukan peneliti
Pasca Berlakunya menggunakan
UU No. 1 Tahun penelitian yuridis
1974 (studi kasus normatif
di Pengadilan Nurul Huda lebih
Agama Malang) fokus ke isbat
nikah yang
dilkukan setelah
berlakunya UUP,
sedangkan
penelitian penulis
lebih
memfokuskan ke
ishat nikah yang
dilakukan oleh
pasangan di
bawah umur.
Evy Tinjauan Yuridis | e Sama-sama Menggunakan
Istiqgomah Tentang Isbat membahas penelitian
Nikah (studi kasus mengenai isbat lapangan

di Pengadilan

nikah

sedangkan
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Agama Surakarta) peneliti
menggunakan
penelitian pustaka

yakni dengan

hasil putusan

Dari hasil review bebrrapa penelitian, penulis menemukan beberapa
persamaa dan perbedaan. Persamaannya terletak pada pembahasan isbat
nikah, kemudia pada perbedaan terdapat titik permasalahan dan solusi
yang ditawarkan berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan.
Dimana dalam skripsi penulis, penulis akan mengkaji pertimbangan hakim
dalam mengabulkan isbat nikah di bawah umur serta implikasi di
kabulkannya.

Dari beberapa jurnal penelitian di atas yang telah di sebutkan dapat
diketahui bahwa tidak ada yang khusus membahas isbat nikah dibawah
umur yang mana permohonannya dikabulkan oleh hakim. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan

tergolong masih baru dan belum banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini ialah yuridis normatif. Bahan hukum dari

penelitian hukum normative diantaranya yakni Peraturan Perundang-
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undangan, putusan pengadilan, akad/ perjanjian, teori hukum serta
pendapat para ahli.™

Rangkaian kegiatan mencari aturan hukum, prinsip, atau doktrin
berdasarkan Peter Mahmud Marzuki disebut penelitian hukum
normative yang juga dapat memberikan jawaban atas masalah hukum
saat ini. Tujuan dari penelitian hukum normative adalah untuk
mengembangkan hipotesis baru ataau argument untuk menyelesaikan
masalah yang dihadapi.**

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang akan digunakan peneliti adalah,
Pendekatan Perundang-Undangan (statue approach) dan Pendekatan
Konseptual (conceptual approach).

Pendekatan Perundang-Undangan (statue approach), Menurut
Peter Mahmud Marzuki, pendakatan yakni pendekatan yang mengkaji
semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah
yang dihadapi.™

Pendekatan konseptual (conceptual approach) vyaitu jenis
pendekatan yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian
permaslahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek-aspek hukum

yang melatar belakanginya atau dilihat dari nilai-nilai yang

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020), him.
45.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudiji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,
(Jakarta: Raja Grafindo: 1995), him. 15

®Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), him. 157
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terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan

konsep-konsep yang digunakan.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan pada penelitian kali ini yakni:

a. Sumber Data Sekunder

Peneliti menggunakan sumber data sekunder untuk mendaaptkan

informasi dari sumber lain—lisan dan tulisan—secara tidak

langsung dari subjek penelitiannya.

Sumber data sekunder dibagi menjadi 2:

1) Bahan Hukum Primer

Yang dimaksud dengan Bahan hukum primer adalah bahan

hukum yang bersifat autoritatif yaitu memiliki kekuatan

sebagai akibat dari tindakan atau kegiatan badan yang

berwenang. Bahan hukum primer dapat berupa:

a)

b)

d)

Salinan  Putusan  Pengadilan  Agama  Nomor
63/Pdt.P/2022/PA.Tg

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun

2009 tentang Peradilan Agama
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e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun
2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
f) Kompilasi Hukum Islam
2) Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder yaitu sumber hukum yang dapat
memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan
hukum sekunder meliputi, tapi tidak tebatas pada:
a) Buku-buku yang terkait dengan judul penelitian
b) Jurnal hukum
c) Artikel, dll.
4. Teknik Pengumpulan Data
Studi literature sebagai teknik utuk pengumpulan datanya, studi
pustaka adalah suatu cara untuk memecahkan masalah dengan
mempelajari dan memahami buku-buku, dokumen-dokumen, dan
sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang
akan dilakukan dimasa mendatang. Sumber informasi tertulis yakni:*®
a. Pembuat undang-undang, produk hukumnya berupa perundang-
undangan. Dalam hal ini peneliti menggunakan undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
b. Pengadilan, produk hukumnya berupa putusan hakim. Dimana
produk hukumnya putusan dengan nomor 63/Pdt.P/2022/PA.Tg.
c. Peneliti hukum, produknya laporan penelitian yang dimuat dalam

jurnal.

65

®*Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020), him.



21

5. Teknik Analisis Data

Metode untuk menyelesaikan masalah yang telah digariskan
dalam rumusan masalah tersebut dikenal dengan teknik analisis data.
Peneliti menggunakan metode analitik untuk mempermudah
penelitian. Suatu metode untuk menganalisis data yang memberikan
penjelasana dan menjelaskan data sebagaimana adanya disebut dengan
analisis.

Data yang dikaji yaitu tentang Argumentasi Hakim dalam
Mengabulkan Permohonan Isbat Nikah di Bawah Umur, kemudian
dilakukan analisa dengan menggunakan beberapa teori, yaitu teori
tujuan hukum, dan teori maslahah mursalah yang kemudian
diaplikasikan kedalam Argumentasi Hukum HakimPengadilan Agama

Tegal dalam Mengabulkan Isbat Nikah di Bawah Umur.

Sistematika Penulisan

Penulis membagi sistem penulisan menjadi lima bab, yaitu setiap

bab terdiri dari beberapa subbagian yang bertujuan untuk menyusun secara
berurutan, Berikut uraian sistematikanya:

BAB | Pendahuluan, pada bab ini berisi: latar belakang masalah, rumusan

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori,
penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika

penulisan.

BAB Il Landasan teoritis, Pada bab ini membahas tentang teori tujuan

hukum, konsep ratio decidendi, konsep penemuan hukum, teori

maslahah mursalah, serta kaitannya dengan isbat nikah.
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BAB 111 Hasil penelitian, berisi tentang ketentuan perundang-undangan,
dan putusan Nomor 63/Pdt.P/2022/PA. Tg yang mana didalamnya
terdapat pertimbangan hakim dalam memutus perkara isbat nikah.

BAB 1V Analisis data, didalamnya memuat mengenai argumentasi hakim
Pengadilan Agama Tegal tentang putusan perkara Isbat nikah
Nomor 63/Pdt.P/2022/PA. Tg, serta implikasi hukum di
kabulkannya permohonan isbat nikah.

BAB V Penutup, meliputi simpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan
Berdasarkan riset dan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat
diambil kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Argumentasi hukum hakim Pengadilan Agama Tegal dalam
mengabulkan isbat nikah dibawah umur berdasarkan pada pasal 10
ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang
berbunyi “hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai
hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Hakim harus
mencari dan menemukan hukum untuk mempertimbangkan perkara
isbat nikah. Dalam hal ini hakim pada putusan nomor
63/Pdt.P/2022/PA.Tg menemukan hukum dengan maslahah mursalah,
yang mana hakim telah mengesampingkan Undang-Undang
Perkawinan mengenai batas usia menikah dikarenakan lebih
mempertimbangkan kemaslahatan para pemohon dan anak pemohon,
hal ini nantinya para pemohon mendapatkan legalitas perkawinan
serta status anaknya menjadi sah secara hukum. Sehingga putusan
isbat nikah ini bisa mencapai ketiga unsur tujuan hukum, yakni
kemanfaatan, keadilan dan kepastian.

2. Implikasi hukum dikabulkannya isbat nikah adalah putusannya dapat
menjadi yurisprudensi, sehingga bisa menjadi acuan hakim lain dalam

memutus atau menetapkan perkara yang sama. Selain itu juga

83
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terwujudnya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian khususnya bagi
para pemohon, serta mempunyai perlindungan hukum, yakni dengan
diakuinya pernikahan para pemohon maka status anak memiliki
identitas yang jelas dan mempunyai akta kelahiran.
B. Saran

1. Majelis Hakim yang mengabulkan permohonan ini harus
memperhatikan aspek tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan
kepastian agar jangan sampai terbukanya peluang isbat nikah dibawah
umur yang berdampak pada hal yang negatif yaitu memberi peluang
kepada pelaku nikah sirri dibawah umur untuk segera mengisbatkan
pernikahannya, yang berakibat pada sakralitas perkawinan dan tujuan
perkawinan yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, dan
warahmah.

2. Melakukan kegiatan edukasi kepada masyarakat dengan membangun
kesadaran hukum melalui pengawasan dan pembinaan kepada
masyarakat secara intensif agar kesadaran masyarakat mengenai

pentingnya sebuah administarsi dapat dilaksanakan secara baik.
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